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Abstract
Rights of the house of representatives to present and give information to someone by
force (subpoena rights), accompanied by sanctions hostageis controversial. On one
side, the autorities forcibly required for the functions of the House to run well. But
on other side, the force is potential to create uncertainty due to the arbitrariness of
its implementation mechanisms. Parliament is not a law enforcement agency but a
political institution. Ideally, the sactions also held political sactions. Moreover,
subpoena rights design owned by Parliament can be used in every implementation
the functions. Initially, the right to subpoena can only be used in the implementation
of inquiry asthe most special rights owned by the House of Representatives. But now,
inlegislation the right to subpoena expanded scope. Theimplication, in every forum
session, the Parliament has the ultimate weapon that makeit asa superior institution.
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. PENDAHULUAN

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 mengatur tiga fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) yakni, fungsi
legislasi, fungsi anggaran dan fungsi
pengawasan. Pasal 70 UU No. 27 tahun 2009
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU
MD3) mengatur lebihjauh fungs-fungs DPR
tersebut. Fungs legidas dilaksanakan sebagal
perwujudan DPR sd aku pemegang kekuasaan
membentuk UU.

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk
membahas dan memberikan persetujuan atau
tidak memberikan persetujuan terhadap
rancangan undang-undang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang
digjukan oleh Presiden. Sedangkan fungsi
pengawasan dilaksanakan meaui pengawasan
atas pelaksanaan undang-undang dan
Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara.

Dalam mel aksanakan fungsinya, DPR
dilengkapi dengan hak interpelas, hak angket,
dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20A
ayat (2) UUD 1945). DPR jugamempunyai
hak mengg ukan pertanyaan, menyampaikan
usul dan pendapat, hak imunitas (Pasal 20A
ayat (3) UUD 1945) sertahak-hak lain yang
ketentuanlebihlanjutnyadiatur ddam Undang-
Undang (UU).

Salah satu hak yang dimiliki Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimanadiatur
oleh Pasal 72 ayat (1) UU MD3 adalah hak
untuk meminta pejabat negara, pejabat
pemerintah, badan hukum, atau warga
masyarakat untuk memberikan keterangan
tentang suatu hal yang perlu ditangani demi
kepentingan bangsadan negara. Lebih lanjut
ayat (2) mengatur bahwa setiap pejabat
negara, pejabat pemerintah, badan hukum,
atau warga masyarakat wajib memenuhi
permintaan DPR.
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Padapraktiknya, panggilan resmi DPR
kepada pihak terkait pernah “bertepuk
sebelah tangan”. Sejarah mencatat, Jenderal
Banurusman, ketikamenjabat Kapolri pernah
tidak menghadiri panggilan DPR. Sewaktu
Poerwoto S. Gandasoebratamenjadi K etua
Mahkamah Agung, iajugaenggan dimintal
keterangan oleh DPR. Alasannya, DPR tak
“selevel” dengan Mahkamah Agung. Sikap ini
ternyata menular ke beberapa pengusaha,
termasuk pengurus badan usahamilik negara
yang, jugamenol ak memberikan keterangan
di DPR. Ketikaitutidak adasanks apapun.
(tempoonline, 29 Desember 1998).

Mengantisipas ha demikian, UU MD3
kembali menegaskan kewagjiban terhadap
siapapun untuk hadir dan memberikan
keterangan ketikadimintaoleh DPR. Pasal 72
UU M D3 ayat (2) menyebutkan bahwasetigp
pejabat negara, pegjabat pemerintah, badan
hukum, atau warga masyarakat wajib
memenuhi permintaan DPR tersebut. Pasca
berlakunyaUU M D3, beberapasanksi tegas
jugadicantumkan. Pasd 72 ayat (3) UU MD3
menyebutkan: Setiap pejabat negara, pejabat
pemerintah, badan hukum, atau warga
masyarakat yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenakan panggilan paksa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (4) mengatur: “dalam hal panggilan paksa
sebagai mana dimaksud padaayat (3) tidak
dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang
bersangkutan dapat disanderapaing lamal5
(lima belas) hari sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kewenangan paksayang dimiliki DPR
untuk menghadirkan dan memaksaseseorang
memberikan keterangan tersebut dikenal
dengan istilah hak subpoena, yang menjadi
persoalan, sanksi sandera tersebut
mengundang pertanyaan gpakah tepat dimiliki
oleh sebuah lembaga politik dan apakah
kewenangan paksa DPR tersebut tidak
berlebihanmengingat fungs-fungd DPR bukan
dalam kerangka proses penegakan hukum
(projusticia).

II. PEMBAHASAN

Hak Subpoena

Tidak adadefinis resmi istilah subpoena
dalam berbagai peraturan perundang-
undangan. Wikipediamisa nyamenyebutkan
bahwa: Subpoena is a court summons
ordering a named party to appear before
the court and produce documents or other
tangible evidence for use at a hearing or
trial (http://en.wikipedia.org/wiki/Subpoena,
diakses 20 Februari 2011 pukul 21.00).
Menurut Denny JA, istilah subpoenaawanya
merujuk kepadahak yang dimiliki pengadilan.
Demi mengungkapkan kebenaran,
menghukum pembuat kriminal dan
menegakkan keadilan, pengadilan diberikan
hak subpoena, hak pemaksa. Seorang saksi
yang menolak memberikan keterangan dapat
dikirimkan kepenjara(Denny JA, 2006: 199).

Selain lembaga penegak hukum dan
DPR, Komis Nasiona Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM) juga mempunyai hak
subpoena sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 95 UU No. 39 tahun 1999 tentang
HAM: “apabila seseorang yang dipanggil tidak
datang menghadap atau menolak memberikan
keterangannya, KomnasHAM dapat meminta
bantuan K etuaPengadilan untuk pemenuhan
panggilan secara paksa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun yang menjadi catatan, meski Komnas
HAM diberikan wewenang untuk meminta
bantuan pengadilan agar menghadirkan dan
memaksaseseorang memberikan keterangan,
tetapi tidak ada sanksi sanderayang diatur
dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan
HAM. Namun demikian sanksi pidananya
diatur daam Pasdl 224 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, yaitu: “barang siapa dipanggil
sebagal saksdl, ahli atau juru bahasa menurut
undang-undang dengan sengaja tidak
memenuhi kewajiban berdasarkan undang-
undang yang harus dipenuhinya, diancam:
daam perkarapidana, dengan pidanapenjara
paling lama sembilan bulan”.
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Poin pentingnyaada ah pemberian sanks
pidana tersebut terkait dengan proses
penyelidikan (projusticia). Pasd 18 ayat (1)
U No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan
HAM menyatakan: “penyelidikan terhadap
pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh
Komnas HAM.” Ini berbeda dengan hak
subpoenayang dimiliki DPR yang dilakukan
bukan ddlamranah projusticia. DPR memang
memiliki wewenang penydidikanyang dikend
sebagai hak angket. Pasal 77 ayat (3) UU
MD3 mendefinisikan: “Hak angket adalah hak
DPR untuk mel akukan penyelidikan terhadap
pel aksanaan suatu UU dan/atau kebijakan
Pemerintah yang berkaitan dengan hd penting,
drategis, dan berdampak luas padakehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
yang didugabertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Penydidikan hak angket DPR tidak sama
dengan penyedlidikan sebagaimanadimaksud
dengan Undang-undang No.8 tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana. Hasil
penyelidikan Angket tidak dapat dijadikan
dasar untuk meningkatkan suatu permasaahan
atau kasus ke tahap penyidikan secara
langsung. Sehingga dalam kasus Century
misanya, hadl| penyelidikan angket DPR tidak
langsung dinaikkan menjadi penyidikan oleh
KPK, melainkan disdidiki ulang karenahasl|
penyelidikan DPR tidak mengikat aparat
penegak hukum. Lain halnya dengan hasil
penyelidikan Komnas HAM yang dapat
dijadikan dasar sebuah penyidikan karena
memang dalam rangkaprosesprojusticia.

Melihat penempatan pasa subpoena
dalam UU MD3 khususnyadi Bab 111 Bagian
[11 Tugas dan wewenang, hal ini membuka
kemungkinan hak subpoenadapat digunakan
oleh DPR bukan hanyadaam penggunaan hak
angket. Hak subpoenaini misalnyamembuka
kemungkinan dapat digunakan dalam rapat
Panitia Kerja (Panja) atau Rapat Dengar
Pendapat Umum (RDPU). Seharusnya, jika
hak subpoena memang dikhususkan untuk
pendukung pelaksanaan penyelidikan hak
angket, seharusnyakewenangan paksaberikut

sanks sanderajugadimasukkan dalam Bab
11 bagian kesepul uh tentang pel aksanaan hak
DPR di bagian paragraf 2 tentang hak angket.

Faktanya, tidak ditemukan sanksi
sanderada am paragraf angket sebagaimana
diatur dalam pasal 177-183 UU MD3. Pasa
180 ayat (3) UU MD3 hanya mengatur
mekanisme pemanggilan paksa: “dalam hal
warganegaralndonesiadan/atau orang asing
tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3
(tiga) kai berturut-turut tanpad asanyang sah,
panitiaangket dapat memanggil secarapaksa
dengan bantuan Kepolisian Republik
Indonesiasesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”.

Pasal 12 UU No. 6 Tahun 1954 tentang
Penetapan Hak Angket DPR (UU Angket)
sebeum dibatalkan oleh Mahkamah Kondtitus
melalui putusan No. 8/PUU-V111/2010
tertangggal 26 Januari 2011, jauh setelah UU
M D3 berlaku telah mengatur kewagjiban dan
sankd pidana: (1) semenjak saat pengumuman
tersebut pada Pasal 2 ayat (1), semua WNI
dan semua penduduk sertaorang-oranglain
yang berada dalam wilayah Republik
Indonesiadiwajibkan memenuhi panggilan-
panggilan Panitia Angket, dan wajib pula
menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya
dan memberikan keterangan-keterangan
selengkapnya; (2) Orang yang tidak memenuhi
kewajiban yang tersebut pada Pasal 3 ayat
(1) UU ini dapat dihukum menurut Pasal 224
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).

Sehinggajelaslah bahwasanks sandera
15 hari dalam UU MD3 seharusnya tidak
berlaku terhadap pelaksanaan hak angket
karenasanks terkait angket mengacu kepada
Pasal 12 UU No. 6 Tahun 1954 tentang
Penetapan Hak Angket DPR (UU Angket).
Maka, dapat disimpulkan bahwa sanksi
sandera berlaku untuk penggunaan hak-hak
DPR di luar hak angket. Padahal, hak-hak
DPR lainnyabukanlah penyelidikan seperti
halnya hak angket. Jadi, apakah tepat
menyandera seseorang dalam kaitan proses
checks and balances?
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Sanks Penyanderaan

Undang-undang No.19 Tahun 1997 Jo.
Undang-undang No.19 tahun 2000 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
mendefinisikan penyanderaan sebagai
“pengekangan sementara waktu kebebasan
Penanggung Pgjak dengan menempatkannya
di tempat tertentu.” Ruang lingkup
penyanderaan sebagaimanadiatur dalam UU
ini hanyaterkait dengan aspek perpa akan.

Awalnya istilah sandera juga dikenal
sebagal paksabadan sehinggadipersamakan.
Namun menurut Mahkamah Agung dalam
bagian pertimbangan Peraturan M ahkamah
Agung No.1 tahun 2000 tentang Lembaga
Paksa Badan, penerjemahan istilah “gijzeling”
dengan kata “sandera” atau “penyanderaan”
sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran
MahkamahAgung No.2 tahun 1964 dan Surat
Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 1975,
dipandang tidak tepat karenatidak mencakup
pengertian terhadap debitur yang mampu
tetapi tidak mau memenuhi kewgjibannya
dalam membayar hutang, sehingga
penerjemahannya perlu disempurnakan
menjadi paksa badan, sebagaimana
terkandung dalam pengertian “I mprisonment
for Civil Debts” yang berlaku secara
universdl.

Makadefinis berbedadiatur dalam Pasd
1 Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun
2000 tentang L embaga Paksa Badan bahwa
“lembaga paksa badan adalah upaya paksa
tidek |angsung dengan memasukkan seseorang
debitur yang beritikad baik ke dalam Rumah
Tahanan Negara yang ditetapkan oleh
Pengadilan, untuk memaksa yang
bersangkutan memenuhi kewgjibannya.

Sebelumnya, pengaturan mengenai
penyanderaan atau paksabadan telah diatur
dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224
HIR (Herzenelnlandsch Reglement), namun
demikian dengan dasan kemanusiaan, dalam
pel aksanaannyapenyanderaan ini tidak dapat
dilakukan dengan adanya Surat Edaran
MahkamahAgung (SEMA) No.2 tahun 1964
dan SEMA No.4 tahun 1975.

Lembaga Penyanderaan dihidupkan
kembali setelah dikeluarkannyaPerMA No.
1 tahun 2000 tentang L embaga Paksa Badan.
Pel aksanaan penyanderaanini padadasarnya
dilakukan untuk memaksaagar debitur (pihak
yang berutang) mel aksanakan kewgjibannya
kepadakreditur (pihak yang berpiutang).

Secara prinsip, antara penyanderaan
dengan paksa badan relatif sama, yakni
mengekang kebebasan seseorang. Hanya
ruang lingkup dan tatacara sgjayang berbeda.
Penyanderaan terkait dengan sengketa
perpg akan antaranegaradengan wajib pgjak,
sedangkan paksa badan terkait dengan
perkaraperdata.

Menurut Pasal 6 Peraturan Mahkamah
Agung No. 1 tahun 2000, putusan tentang
Paksa Badan ditetapkan bersama-sama
dengan putusan pokok perkara. Sedangkan
pel aksanaan penyanderaan, menurut Pasal 3
ayat (2) PP No. 137 tahun 2000 tentang
Tempat dan Tata Cara Penyanderaan,
rehabilitas namabaik penanggung pgak, dan
pemberian ganti rugi dalam rangkapenagihan
pajak dengan surat paksa, penyanderaan
terhadap Penanggung Pajak dilaksanakan
berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan
yang diterbitkan oleh Pejabat setelah
memperoleh izin tertulis dari Menteri
K euangan untuk penagihan pajak pusat atau
dari Gubernur untuk penagihan pajak daerah.

Untuk pel aksanaan paksabadan, debitur
dimasukkan ke dalam rumah tahanan yang
ditetapkan oleh pengadilan. Sedangkan tata
cara penyanderaan dilakukan dengan
menempatkan penanggung pajak di tempat
tertentu yang tertutup dan terasing dari
masyarakat; mempunyai faslitasterbatas, dan
mempunyai sistem pengamanan dan
pengawasan yang memadai. Lebih lanjut,
K eputusan BersamaMenteri Keuangan No.
M-02.UM.09.01 tahun 2003 dan Menteri
K ehakiman dan Hak Asas ManusaNo. 291/
KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan
Penanggung Pgjak Yang DisanderaDi Rumah
Tahanan NegaraDalam Rangka Penagihan
Pgjak Dengan Surat Paksa, mengatur tempat
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penyanderaan juga dilakukan di rumah
tahanan. Sehingga, tempat penyanderaan dan
paksa badan memiliki kesamaan, yakni di
rumah tahanan, bukan di lembaga
pemasyarakatan. Namun,yang menjadi
persoalan, dimanadasar hukum penerapan
sanks sanderaterkait dengan penggunaan hak
DPR, mengingat |lembaga sanderasgatinya
digunakanddam hd perkarapgak, tentutidak
tepat jika persoalan hukum tata negara
dianalogikan sebagal perkara perdata atau
paak. Kalaupun akan mengatur sanksi,
sebenarnya konstruksi Pasal 224 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dapat
digunakan sebagai alternatif untuk
mengakomodas.

Terkait dengan posisi sandera dalam
rezim hukum, sanksi sandera juga tidak
ditemukan ddlam KUHPyang hanyamengend
dua jenis pidana, yakni pidana pokok dan
pidanatambahan. Pidanapokok terdiri atas:
pidanameti; pidanapenjara; pidanakurungan;
pidanadenda; dan pidanatutupan. Sedangkan
pidanatambahan terdiri atas pencabutan hak-
hak tertentu; perampasan barang-barang
tertentu; dan pengumuman putusan hakim
(Pasal 10 KUHP).

Menurut Djangkung Sudjarwadi
(2003:7) secara de facto dan de jure,
gijzeling atau paksabadanitu lebih dekat ke
pidana, walaupun bukan aturan berdasarkan
pidana, tapi sudah lebih dekat mutatis
mutandis seperti Pasal 1 butir 20 dan 21
KUHAP mengenai penangkapan dan
penahanan. Kitab Undang-undang Hukum
AcaraPidanamendefinisikan: Penangkapan
adalah suatu tindakan penyidik berupa
pengekangan sementara waktu kebebasan
tersangka atau terdakwa apabila terdapat
cukup bukti gunakepentingan penyidikan atau
penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta
menurut cara yang diatur dalam UU ini.
Penahanan ada ah penempatan tersangkaatau
terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik,
atau penuntut umum atau hakim dengan
penetapannya, dalam hal sertamenurut cara
yang diatur ddamuUuini.

Pelaksanaan paksa badan memang
mengharuskan putusan pengadilan dalam
perkaraperdatauntuk dapat dijalankan. Hal
ini berbeda dengan tatacara penyanderaan
yang dapat dilakukantanpamelaui putusan
pengadilan, melainkan meldui surat perintah
pejabat yang berwenang. Lantas bagaimana
dengan tatacara pel aksanaan hak subpoena
yang dimiliki DPR, kecudi untuk hak angket,
UU MD3 tidak mengatur lebih rinci
mekanisme pelaksanaan hak subpoena.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI
No0.01/DPR RI/1/2009-2014 tentang
Peraturan TataTertib DPR jugatidak mengatur
lebih lanjut mekanisme pelaksanaan hak
subpoena. Kedua aturan tersebut misalnya
tidak mengatur secaradetal 9gpayang berhak
melakukan sandera, sigpayang menentukan
beragpalama (dari maks mal sandera15 hari),
dimana sandera dilakukan dan apakah ada
mekanisme pembelaan diri, dan apakah
dilakukan setelah dilakukan proses pro
justicia.

Undang-undang Angket yang telah
dibatalkan memang mengatur dalam Pasal 17
ayat (4) bahwa penyanderaan yang
diperintahkan dengan putusan hakimdijaankan
wal aupun adabantahan atau banding. Tapi ha
itu hanyaberlaku dalam ha penggunaan hak
angket. PascaUU angket dibatalkan olen MK,
makamekani sme pel aksanaan hak subpoena
kembali mengacu kepada UU MD3 yang
tidak mengatur tatacaranya. Pasal 72 ayat (4)
hanya mengatur bahwa: “dalam hal panggilan
paksa sebagamanadimaksud padaayat (3)
tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang
bersangkutan dapat disanderapding lamal5
(lima belas) hari sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Permasa ahannya, peraturan perundangan
manakah yang diacu oleh UU MD3tersebut,
jikamengacu kepada KUHAP, tentu tidak
kompatibel mengingat status sanks sandera
yang tidak jelas apakah termasuk dalam
hukum pidana atau bukan. Jika ternyata
sanksi sandera tidak diatur dalam KUHP,
gpakah mekanismenya dipersamakan dengan
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penyanderaan dalam penagihan pajak yang
dilakukan ol eh peg abat yang berwenang tanpa
meldui putusan pengadilan.

Hal ini jugabelumjelas, namunjikabenar
demikian (quod non), maka pel aksanaannya
kemungkinan hanyadengan perintah pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat. Patut diingat,
Dewan Perwakilan Rakyat bukan lembaga
yudikatif yang berwenang menentukan
seseorang bersal ah atau tidak. Apakah tepat
seseorang yang tidak memenuhi panggilan
DPR dapat disanderatanpaprosesperadilan,
mengingat Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
mengatur: “tidak seorang pun dapat dijatuhi
pidana, kecudi gpabilapengadilan karenaada
pembukti an yang ssh menurut undang-undang,
mendapat keyakinan bahwa seseorang yang
dianggap dapat bertanggung jawab, telah
bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas
dirinya

Pasal 7 Undang-undang No0.48 tahun
2009 mengatur: “tidak seorang pun dapat
dikenakan penangkapan, penahanan,
penggel edahan, dan penyitaan, kecuali atas
perintah tertulis dari kekuasaan yang sah
ddam ha dan menurut carayangdiatur daam
undang-undang. Bagian penjelasan pasa
menyebutkan bahwayang dimaksud dengan
“kekuasaan yang sah” adalah aparat penegak
hukum yang berwenang melakukan
penyelidikan dan penyidikan berdasarkan
undang-undang.

Rasanyatidak fair jika seseorang harus
disanderatanpamedui prosespembuktiandi
pengadilan. Tetgpi karenalevel pengaturannya
melalui undang-undang, pembatasan
kebebasan seseorang tersebut seol ah tampak
sah dan diperbolehkan. Sebab Pasal 73
Undang-undang Hak Asas Manus amengatur
bahwa “hak dan kebebasan yang diatur dalam
undang-undang ini hanyadapat dibatasi oleh
dan berdasarkan undang-undang, semata-
mata untuk menjamin pengakuan dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia
sertakebebasan dasar orang lain, kesusilaan,
ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Sanks sanderabukanlah ketentuan yang
memaksa, namun bersifat fakultatif karena
rumusannya menggunakan kata “dapat”,
sehinggaterbukakemungkinan untuk dapat
bebas dari sandera. Ke depan, seharusnya
mekanisme pelaksanaan hak subpoena
diperjelas dan dipertegas. Kebutuhan ini
sekaigus untuk merespon putusan MK yang
membatalkan UU angket. Lebih jauh
pengaturan | ebih rapih terhadap mekanisme
subpoenajugaperludilakukan ddam kerangka
sinkronisasi peraturan perundang-undangan
baik secaravertika maupun horizontd.

Penghinaan terhadap parlemen (Contempt
of Parliament)

Hak subpoena ada ah memanggil secara
paksa seseorang yang dirasakan perlu
didengar keterangannyapadapenyelidikan
yang dilakukan, jadi jika sesorang yang
dimintai keterangan tidak bersediahadir maka
dapat dianggap mel akukan tindakan contermpt
of parliament dan dapat dikategorikan
sebagai tindakan yang dapat dipidanakarena
merendahkan martabat dan kehormatan DPR.
Misdnya, Wakil KetuaDPR PramonoAnung
menilai ketidakhadiran mantan Dirjen Pgjak
Tjiptardjo dalam memenuhi undangan resmi
Panja Pemberantasan Mafia Hukum dan
Perpajakan Komisi 11l DPR bisa
dikategorikan sebagai tindakan penghinaan
terhadap parlemen.

Lebih lanjut PramonoAnung mengatakan
bahwa: “Jika benar dia tidak hadir padahal
sudah diundang secara resmi oleh Panja
Komisi 11, ini bisa dikategorikan sebagai
penghinaan terhadap parlemen (contempt of
parliament) (antaranews, 11 februari 2011).
|stilah penghinaan terhadap parlemen hanya
merupakan “vonis politik”, tidak ada dasar
hukum yang dapat mempidanakan seseorang
yang dianggap menghinaparlemen. K etiadaan
dasar hukum dan ketidakjelasan konsepsi
tentang penghinaan parlemen seringkali
digunakan untuk memvonis seseorang atau
lembaga telah menghina parlemen. KPK
misalnya, ketika tidak segeramenyerahkan
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Sandard Operational Procedure (SOP)
penindakan hukum ke DPR dituding sebagai
bentuk pelecehan parlemen (http://
www.mediaindonesia.com/read, diakses 27
oktober 2010 pukul 21.05).

Contoh lain diungkapan Febri Diansyah
Peneliti Indonesian Corruption Watch
(ICW) yang mengaku heran dengan
Kepolisian dan Pejabat Publik yang
sebelumnya mengatakan rekaman
pembicaraan antara Ary Muladi dengan
penyidik KPK Ade Raharjaitu ada. Soadnya,
bel akangan parape abat itu hanyamengatakan
bukti yang disodorkan addah call datarecord
(CDR) komunikasi kedua orang itu. “Kami
katakanini bukan hanyapembohongan publik,
tapi juga penghinaan parlemen. Bagaimana
pej abat publik bisa
mempertanggungjawabkanitu. Masak tidak
bisa membedakan CDR dengan rekaman
pembicaraan,” (tempointeraktif, 11 Agustus
2010).

K etiadaan pengaturan tentang penghinaan
parlemen bukan berarti tidak adaaturan atau
etikadaam hal pel aksanaan rapat atau sidang
DPR. Batasan-batasan ketikaanggotaDPR,
seseorang atau lembaga menghadiri dan
berbicaradi dalam sidang DPR telah diatur
dalam tatatertib DPR. Pasal 252 TataTertib
DPR misalnyamengatur bahwadalam setiap
rapat di gedung DPR, setiap orang tidak
diperkenankan untuk makan, merokok dan/
atau mengaktifkan nadadering atau berbicara
dengan da komunikas sdluler.

Terkait dengan ketentuan musyawarah,
Pasal 262 ayat (1) Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat misalnyajugamengatur:
K etuarapat memperingatkan pembicarayang
menggunakan kata-kata yang tidak layak,
melakukan perbuatan yang mengganggu
ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk
melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan hukum.

Selanjutnya, Pasal 263 ayat (2) dan (3)
mengatur jika peringatan dan larangan
tersebut masih juga tidak diindahkan oleh
pembicara, ketuarapat memintakepadayang

bersangkutan meninggalkanrgpat. Dalam hal
pembicara tersebut tidak mengindahkan
permintaan tersebut, pembi caradikel uarkan
dengan paksadari ruang rapat atas perintah
ketuargpat. Mekanismeddamtaatertibinilah
yang seharusnya menjadi panduan bagi
pelaksanaan fungsi-fungsi DPR. Jika
seseorang dianggap tidak sopan, makatingga
dijalankan mekanismeyang sudah diatur ddam
TataTertib. Tidak perlu menggunakanistilah
penghinaan parlemen yang belum ada
pengaturannya

Lain ha nyadengan penghinaan terhadap
pengadilan (contempt of court). Dalam
penjelasan umum butir keempat UU No. 14
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
disebutkan definis tentang contempt of court:
Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin
terciptanyasuasanayang sebak- baiknyabagi
penye enggaraan peradilan gunamenegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,
makaperlu puladibuat suatu undang- undang
yang mengatur penindakan terhadap
perbuatan, tingkah laku, sikap dan/ atau
ucapan yang dapat merendahkan dan
merongrong kewibawaan, martabat, dan
kehormatan badan peradilan yang dikenal
sebagai “Contempt of Court™.

Masyarakat Pemantau Peradilan
Indonesia berpendapat bahwa Pasal 218
KUHAP dianggap sebagai perbuatan yang
dapat dikualifikasikan sebagai contempt of
court, yakni: (2) Siapa pun yang di sidang
pengadilan bersikap tidak sesuai dengan
martabat pengadilan dan tidak mentaati tata
tertib setel ah mendapat peringatan dari hakim
ketua sidang, atas perintahnya yang
bersangkutan dikel uarkan dari ruang sidang.
(3) Dalam hal pelanggaran tata tertib
sebaga manadimaksud dalam ayet (2) bersifat
suatu tindak pidana, tidak mengurangi
kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap
pelakunya. Sehingga jelaslah, bahwa
penghinaan terhadap parlemen belum menj adi
hukum positif di negara kita. Lain halnya
dengan penghinaan terhadap pengadilanyang
telahmeembaga.
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1. PENUTUP

Kesmpulan

Fungs legidad, fungs anggarandanfungs
pengawasan yang dimiliki olen DPR memiliki
nilai strategis, utamanyasebagai perwujudan
prinsip saling kontrol-saling imbang (checks
and balances). Pemberian hak subpoena
sebagaimana diatur dalam UU MD3
sebenarnyada am rangkamendukung fungs
DPR agar |ebih bergigi. Pengaturanlebih lanjut
tentang hak subpoenamasih belum sempurna,
terdapat ketentuan yang menimbulkan
multitafsr danlubang-lubang yang menyulitken
penerapan hak subpoena. Sehingga revis
peraturan perundang-undangan terkait hak
subpoenamenjadi penting. Lebihjauh, revis
jugadiperlukan gunamerespon putusan MK
yang membatalkan UU Angket DPR.

Saran

Sinkronisasi peraturan terkait hak
subpoenamemegang peranankunci agar tidak
saling tumpang tindih dan bertentangan.
Sinkronisas secaravertika diperlukan guna
menghindari pengujian peraturan perundangan
dan sinkronisasi horizontal dibutuhkan agar
terciptasatu sistem hukum yang komprehens f
dan tidak parsial, yang tak kalah penting,
pengaturan hak subpoenaperlu memenuhi asas
keadilan dan kepastian hukum.
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